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ABSTRAK

BPSK merupakan lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalam Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang tugas utamanya adalah
menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam penyelesaian sengketa
BPSK berpedoman pada Azas keseimbangan agar hasil penyelesaian sengketa tidak
merugikan salah satu pihak. Mengingat bank merupakan pelaku usaha yang menyediakan
jasa berupa kredit serta nasabah yang dalam hal ini sebagai konsumen, maka terdapat
hubungan antara bank dan nasabah berupa hubungan hukum pelaku usaha dan konsumen.
Atas dasar itu penyelesaian sengketa kredit melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) perlu dikaji lebih lanjut mengenai Peran BPSK Kota Yogyakarta dalam Azas
keseimbangan di dalam penyelesaian sengketa dan permasalahan yang berpotensi muncul
setelah terjadinya perjanjian kesepakatan damai anatara pelaku usaha/bank dengan
konsumen/nasabah.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni data yang diperoleh dari lapangan akan
diolah yang menghasilkan analisis data berupa pemaparan mengenai peran BPSK Kota
Yogyakarta dalam pelaksanaan azas keseimbangan di dalam penyelesaian sengketa kredit
melalu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang disajikan dalam bentuk uraian
naratif. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang dilakukan
langsung di lapangan (Kantor BPSK), hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh
informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga dapat memformulasikan
atau memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin dan memperoleh data atau informasi yang
selalu terkini.

Pelaksanaan Azas keseimbangan di dalam penyelesaian sengketa kredit bermasalah
memberikan peran kepada BPSK Kota Yogyakarta selain melindungi konsumen dengan
memberikan bantuan hukum penyelesaian sengketa kepada konsumen. Peran lain tersebu
berupa perlindungan terhadap pelaku usaha/bank dari itikad tidak baik konsumen/nasabah
yang mengadukan sengketa kredit bermasalah kepada BPSK. Selain itu BPSK Kota
Yogyakarta juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan pelaku usaha/bank yang
terdapat di dalam kredit bermasalah tersebut. Peran BPSK Kota Yogyakarta dilaksanakan
dengan memberikan hak-hak kepada pelaku usaha/bank yang diatur dalam UU No. 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun ada beberapa permasalahan yang muncul di
dalam perjanjian kesepakatan damai penyelesaian sengketa, permasalahan tersebut muncul
melalui 3 (tiga) hal. Pertama, permasalahan yang disebabkan oleh wewenang BPSK. Kedua,
permaslahan yang muncul karena dalam klausul perjanjian kesepakatan damai terdapat
kalimat atau kata yang tidak tegas dan kurang tepat/ambigu dan perjanjian kesepakatan damai
tidak dicantumkan klausul mengenai hak esekusi jaminan kredit apabila konsumen/nasabah
melakukan wanprestasi/ingkar janji. Yang ketiga putusan damai Majelis Sidang BPSK Kota
Yogyakarta tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, padahal sesuai dengan
aturan UU No. 30 Tahun 1999 ayat (7) dan (8) seharusnya, perjanjian damai penyelesaian
sengketa didaftakan di Pengadilan Negeri.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Manusia memerlukan kredit karena manusia adalah homo
economicus dan setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi
kebutuhannya. Kebutuhan manusia beraneka ragam sesuai dengan
harkatnya yang selalu meningkat, sedangkan kemampuannya untuk
mencapai sesuatu yang diinginkan terbatas. Hal ini menyebabkan manusia
memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya, dalam hal
ini ia berusaha. Maka untuk meningkatkan usahanya atau untuk
meningkatkan daya guna suatu barang, manusia sangat memerlukan
bantuan dalam bentuk permodalan. Bantuan pada lembaga keuangan bank
maupun non perbankan disebut kredit.Dengan memberikan kredit dapat
dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang
diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh
masyarakat.*

Peranan Bank Dalam Pembangunan Nasional Kegiatan bank dalam
menghimpun atau memobilisasi dana yang menganggur dari masyarakat
dan perusahaan-perusahaan kemudian disalurkan ke dalam usaha-usaha
yang produktif untuk berbagai sektor ekonomi seperti pertanian,

pertambangan, perindustrian, pengangkutan, perdagangan dan jasa-jasa

'http://belajarperbankangratis.blogspot.com/2013/01/fungsi-kredit.html, Tanggal 27 April
2015, 18.10 WIB.
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lainnya akan meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan
masyarakat.?

Sampai saat ini pendapatan bunga sebagai hasil dari pemberian
kredit, masih merupakan kontribusi terbesar pada pendapatan bank secara
keseluruhan, baik bank-bank di Indonesia maupun kebanyakan bank-bank
di dunia. Berdasarkan statistik Bank Indonesia bulan Juni 1992, 80% dari
total aset perbankan Indonesia adalah berupa kredit yang disalurkan baik
kepada sektor perdagangan maupun industri. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa penyaluran kredit merupakan kegiatan utama suatu bank.
Di lain pihak, penyaluran kredit mengandung resiko bisnis terbesar dalam
dunia perbankan. Oleh karena itu, pengelolaan kredit merupakan kegiatan
yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap bank.>

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang
telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 memberikan
pengertian bahwa, “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Melalui Undang-undang

No. 7 Tahun 1992 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No.

’PERAN PERBANKAN DALAM PEMBANGUNAN DI INDONESIA _ Afrie a noor -
Academia.edu.htm, Tanggal 27 April 2015, 18.35 WIB.

3http://abg01.blogspot.com/2014/08/pengertian-kredit-macet-penyebab-dan.html, Tanggal
27 April 2015, 19.00 WIB.
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10Tahun 1998 pada Pasal 3 dijelaskan bahwa “ fungsi utama perbankan
Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”.*

Analisa kredit dilakukan dikarenakan bank adalah lembaga
perkreditan resmi yang hidup berdasarkan legalitas perundang-undangan.
Disamping itu pihak bank juga masih akan mengadakan analisa kredit atau
penilaian kredit yang akan dilakukan oleh pejabat bagian kredit terhadap
permintaan kredit yang bersangkutan. Analisa kredit tersebut dimaksudkan
untuk menganalisa dan melihat kemampuan dalam pembayaran kredit
guna memperoleh keterangan kepercayaan bank dalam memberikan
kreditnya.®

Sebenarnya analisa  kredit dilakukan untuk menghindari
kemungkinan terjadinya wanprestasi atau ingkar janji menurut Hukum
Perdata. Sedang dalam dunia perbankan disebut Non Performing Loan
(NPL) atau kredit macet yaitu suatu keadaan dimana seseorang nasabah
tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya.®

Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan, fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai
penghimpun dan penyalur dana masyarakat, oleh karena itu kredit sebagai

aktiva produktif merupakan sumber penghasilan utama dari bank. Apabila

kredit tersebut di belakang hari mengalami tunggakan atau menjadi kredit

*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perbankan.

*Prasetya Bina Sakti U.S, Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah
(Kpr)Di Bank Tabungan Negara Yogyakarta, Skripsi, (Universitas Islam Indonesia, Fakultas
Hukum, Yogyakarta 2009), him, 14.

®Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis, (Djambatan,
Jakarta, 1996). him, 131.



bermasalah (non performing loan), maka hal itu akan berpengaruh pada
penghasilan yang diterima oleh bank.

Kredit bermasalah atau kredit macet tentunya menimbulkan
konsekuensi yuridis, yaitu timbul upaya penyelesaian kredit bermasalah,
penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh melalui jalur litigasi
ataupun melalui jalur non-litigasi.

1. Melalui Jalur Litigasi

Penyelesaian kredit bermaslah melalui jalur litigasi dapat
diselesaikan dengan, melalui Panitia Urusan Piutang Negara
atau melalui badan peradilan dengan menggunakan ketentuan
hukum acara perdata.

2. Melalui Jalur Non-Litigasi

Selain penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi
dapat diselesaikan, antara lain Negosiasi, Mediasi, Konsultasi,
Konsiliasi, Penilaian para ahli, Arbitrase.

Di tahun 1999, Pemerintah Negara Republik Indonesia telah
mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase
dan alternatif penyelesaian sengketa. Undang-undang tersebut ditujukan
untuk mengatur penyelesaian sengketa di luar forum peradilan, dengan
memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa

untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan atau perbedaan



pendapat diantara para pihak, dalam forum yang lebih sesuai dengan
maksud para pihak.’

Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam upaya memberikan
perlindungan terhadap konsumen mengeluarkan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang di dalamnya termuat
pengertian mengenai perlindungan konsumen pada Pasal 1 ayat (1), yaitu:
“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.
Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 1 ayat (2) mengenai pengertian
konsumen, vyaitu: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang
dan/atau jasa yang tersedia dalam masarakat, baik bagi kepentingan diri
sendiri, keluarga, orang lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dilanjutkan
dalam pasal 1 ayat (1) terkandung pengertian mengenai pelaku usaha,
yaitu: “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha,
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai

bidang ekonomi”.

Didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan
pengertian produk yang berbentuk barang ataupun jasa. Barang adalah

”Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak

‘Gunawan Widjaja, Alternatif Penelesaian Sengketa, (PT Raja Grafindo Persada, 2001
Jakarta), him, 1.



maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan,
yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau
dimanfaatkan oleh konsumen”. Sedangkan pengertian produk yang
berbentuk jasa adalah, “setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau
prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh

konsumen”.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang perlindungan
Knsumen terdapat pula lembaga penyelesaian sengketa, yaitu BPSK.
BPSK merupakan lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan

antara konsumen dan pelaku usaha.®

Di dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa kredit melalui Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen selalu berpedoman pada Azas
Keseimbangan yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen (UUPK).
Pelaksanaaan Azas keseimbangan dilakukan demi mendapatkan hasil yang

bersifat win-win solution agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan.

BPSK Kota Yogyakarta pada tahun 2014 telah menyelesaikan 64
kasus sengketa konsumen, sebagai berikut perincian penyelesaian sengketa

kredit yang telah diselesaikan oleh BPSK Kota Yogyakarta:

Penyelesaian sengketa | Jumlah |

®bid, him, 73.



Konsultasi 33
Mediasi 16
Konsiliasi 3
Arbitrase 1
Ditolak 6
Berhenti prosesnya 5
Total 64

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam penyelesaian sengketa
BPSK Kota Yogyakarta menggunakan beberapa cara Alternatif
Penyelesaian sengketa, yaitu Konsultasi, Mediasi, Konsiliasi dan
Arbitrase, selain itu juga terdapat pengaduan sengketa yang ditolak oleh
BPSK Kota Yogyakarta. Di dalam penyelesaian sengketa ada pula proses
yang berhenti ditengah jalan sehingga sengketa tersebut tidak dapat

diselesaikan.

Dari total 64 kasus penyelesain sengketa konsumen yang telah di
selesaikan oleh BPSK Kota Yogyakarta, terdapat 8 kasus sengketa kredit

bermasalah, sebagai berikut perinciannya:

Penyelesaian sengketa Jumlah
Konsultasi -
Mediasi 4
Konsiliasi
Arbitrase
Ditolak
Belum diproses
Total

O W

Dari total 8 penyelesaian sengketa kredit bermasalah yang terdapat

di tabel diatas, dapat dilihat bahwa penyelesaian sengketa kredit



bermasalah selalu diselesaikan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa
dengan cara Mediasi. Ada pula pengaduan sengketa kredit bermasalah
yang ditolak oleh BPSK Kota Yogyakarta sebanyak 1 kasus, dan 3 lainnya
belum diproses oleh BPSK. Dari sekian banyak kasus sengketa konsumen
di tahun 2014 yang diselesaikan oleh BPSK Kota Yogyakarta terdapat

pula kasus yang melibatkan perbankan dalam sengketa konsumen.

Mengingat fungsi lembaga bank sebagai lembaga intermidiary
yang berfungsi sebagai penyalur dana berbentuk kredit bank bagi
masyarakat yang membutuhkan, serta pengertian pelaku usaha yang
termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 “Pelaku usaha
adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk
badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi” dan
pengertian produk barang ataupun jasa yang termuat juga dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999 bahwa produk berbentuk barang adalah
”Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak
maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan,
yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau
dimanfaatkan oleh konsumen”. Serta produk yang berbentuk jasa adalah,
“setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan

bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”. Maka di dalam



dunia perbankan, nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa
perbankan. Kedudukan nasabah dalam hubungan dengan pelayanan jasa
perbankan, berada pada dua posisi yang dapat bergantian sesuai dengan
sisi mana mereka berada. Pada dasarnya nasabah merupakan konsumen

dari pelaku usaha yang menyediakan jasa di sektor usaha perbankan.®

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian dan menyusunnya menjadi sebuah skripsi dengan judul PERAN
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)
KOTA YOGYAKARTA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

KREDIT BERMASALAH.

B. Rumusan Masalah
Untuk mempermudah dan membatasi permasalahan ketika
dilaksanakannya penelitian maka disusunlah rumusan masalah, dan
berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan
masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran BPSK dalam pelaksanaan Azas Keseimbangan di
dalam penyelesaian sengketa kredit bermasalah melalui Badan
Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Yogyakarta?

2. Apa permasalahan yang muncul di dalam perjanjian kesepakatan

damai penyelesaian sengketa kredit bermasalah?

Rachmadi Usman, “Penyelesaian pengaduan nasabah dan medias perbankan
“ alternatif penyelesaian sengketa perbankan dalam perspektif perlindungan dan pemberdayaan
nasabah” ,(CV. Mandar Maju, Bandung, 2011), him, 157.



C. Tujuan Pendlitian
Tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Azas keseimbangan di
dalam penyelesaian sengketa kredit bermasalah melalui Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui permasalahan yang berpotensi muncul di dalam
akta perjanjiankesepakatan damaipenyelesaian sengketa kredit
bermasalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penélitian
Berdasarkan rumusan masalahmaka penulis dapat mengambil
manfaat dari proses dan hasil dari penelitian yang akan dilakukan
berhungan dengan penyelesaian sengketa kredit bermasalah melalui Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara
ilmiah,  menganalisa  hasil-hasil ~ penelitian  dan
merumuskannya untuk disusun ke dalam bentuk tulisan.
b. Menerapkan teori yang didapat di dalam kelas pada waktu
kuliah dan mengkorelasikannya dengan praktek yang ada di

lapangan.
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c. Untuk lebih memahami ilmu pengetahuan tentang hukum
perbankan yang diterima di kuliah dengan mendalaminya
secara praktek dilapangan.

2. Manfaat Praktis

a. Secara umum hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan
pembanding dan pertimbangan dalam penelitian yang
sejenis di masa mendatang.

b. Secara khusus hasil penelitian ini dapat memberikan saran
dan masukan bagi lembaga yang terkait dengan penelitian
penyelesaian sengketa kredit bank melalui Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

E. Telaah Pustaka

Di dalam penulisan karya ilmiah ini dengan judul Penyelesaian
Sengketa Kredit Bank Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) penulis meletakan telaah pustaka sebagai pembanding yang
penulis ambil dari hasil karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan
penyelesaian sengketa kredit yang dilaksanakan melalui jalur non litigasi
atau di luar peradilan. Adapun beberapa telaah pustaka yang penulis
berikan, sebagai berikut:

Skripsi oleh Devie Shofiana Hadi dengan judul “Penyelesaian

Sengketa Bisnis Melalui Jalur Non Litigasi Di Lembaga Ombudsman
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Swasta Yogyakarta”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi llmu Hukum.®
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu proses penyelesaian melalui
tahapan penerimaan laporan dari pelapor, kemudian Klarifikasi dari
terlapor, lalu dimediasi kedua belah pihak, setelah mencapai keinginan
bersama kemudian diberikan rekomendasi. Ada beberapa faktor yang
menyebabkan pihak-pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa
bisnis melalui jalur non litigasi di Lembaga Ombudsman Swasta
Yogyakarta yaitu: proses penyelesaiannya yang relatif cepat tidak seperti
melalui jalur litigasi yang proses penyelesaiannya sangat lama dan banyak
membuang waktu, biaya yang sangat murah bahkan gratis dibandingkan
melalui jalur litigasi yang harus mengeluarkan banyak biaya untuk
menyelesaiakan sengketa apalagi bagi para pelaku bisnis hal tersebut
sangat tidak efektif. Proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur non
litigasi banyak memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa,
karena hasil akhir berdasarkan kesepakatan dari para pihak yang sama-
sama mengambil jalan yang menguntungkan bagi para pihak.

Skripsi oleh Khairina dengan judul “Mediasi Sebagai Alternatif
Penyelesaian Sengketa Antara Bank Dan Nasabah”, Fakultas hukum
Universitas HasanuddinMakassar Tahun 2013.**Hasil yang diperoleh dari
penelitian menunjukkan bahwa apabila perselisihan atau sengketa yang

terjadi antara bank dan nasabah tidak segera diselesaikan, maka akan

Devie Shofiana Hadi,“ Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Non Litigasi Di
Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi llmu Hukum,
2014.

K hairina, “ Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Bank Dan
Nasabah” , Fakultas hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.
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mempengaruhi tingkat reputasi bank di kemudian hari. Untuk itu
penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah, proses mediasi ini akan
memungkinkan pihak-pihak untuk menentukan apa yang memuaskan
dengan mengarahkan masalah-masalah sempit dalam konflik untuk fokus
kepada situasi dan kondisi permasalahan sengketa. Dalam penerapan
mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bank dan nasabah, proses
mediasi dipandang sebagai proses yang lebih sederhana dari segi prosedur
dan relatif lebih murah. Dalam sengketa antara bank dan nasabah, nasabah
sering kali menjadi tidak berdaya pada saat harus berhadapan dengan Bank
di Pengadilan dan hanya bisa pasrah apabila bersengketa dengan Bank.
Agar nasabah dapat terlindung hak-haknya, dibentuklah mediasi
perbankan yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa.
Mediasi merupakan suatu metode penyelesaian masalah yang tidak untuk
memenangkan salah satu pihak yang bersengketa, melainkan mencari
solusi yang terbaik agar kedua belah pihak yang bersengketa merasa puas
tanpa merasa kalah (win-win solution).

Skripsi oleh Vita Sulfitri Y. Haya dengan judul Pelaksanaan
Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Sengketa
Konsumen Di Makassar tahun 2013.2 Temuan yang diperoleh dari
penelitian ini antara lain adalah dengan adanya Undang-undang No. 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen lahirlah sebuah lembaga

yang berfungsi untuk menangani masalah sengketa konsumen yaitu Badan

Vita Sulfitri Y. Haya, “ Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Dalam Sengketa Konsumen Di Makassar” , Fakultas Hukum, Universitas HasanuddinMakassar,
2013.
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Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sengketa yang masuk ke dalam BPSK
menghasilkan putusan BPSK. Putusan BPSK yang bersifat final dan
mengikat berarti sudah tidak ada upaya hukum untuk putusan tersebut di
BPSK, namun Undang-undang telah menegaskan bahwa pihak yang tidak
menerima terhadap putusan tersebut dapat mengajukan “keberatan” ke
Pengadilan Negeri. Implementasi penyelesaian sengketa konsumen di
BPSK dimulai dari pengajuan gugatan hingga proses persidangan yang
menghasilkan putusan. Keefektifan putusan BPSK dilihat 2 aspek yaitu
efektif karena proses beracara yang mudah, cepat, dan murah dan tidak
efektif karena terhadap putusan BPSK yang bersifat final masih
dimungkinkan adanya upaya keberatan di peradilan umum.

Tessis oleh John Marlon M. Sihombing, dengan judul Upaya
Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan Pada BankSwasta Di Kota
Medan (Studi Kasus Pada PT. Bank Eksekutif Internasional Thk. Cabang
Medan), Program Pasca Sarjana Program Magister Administrasi Dan
Kebijaksanaan Kesehatan Program Studi Magister llmu Kesehatan
Masyarakat Universitas Sumatera Utara.”®* Dari hasil penelitian
menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa kredit
perbankan dapat digolongkan menjadi 2 faktor yaitu: faktor yang berasal
dari intern dan dari faktor eksternal. Kendala-kendala yang dihadapi dalam

penyelesaian sengketa kredit perbankan yaitu: adanya itikad tidak baik

John Marlon M. Sihombing, “ Upaya Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan Pada
Bank Swasta Di Kota Medan (Studi Kasus Pada PT. Bank Eksekutif Internasional Tbhk. Cabang
Medan)” , Program Pasca Sarjana Program Magister Administrasi Dan Kebijaksanaan Kesehatan
Program Studi Magister llmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, 2004.
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dari debitur; adanya hak kreditur untuk menjual barang yang menjadi
agunan atau jaminan dari debitur dengan surat kuasa yang diberikan
debitur berbentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)
atau Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) akan tetapi pada saat
terjadi penjualan agunan pihak debitur mengadakan perlawanan dengan
mengajukan gugatan perdata biasa; padasaat bank mengajukan eksekusi
hak tanggungan melalui Pengadilan Negeri debitur juga mengajukan
gugatan kepadaPengadilan Negeri. Upaya-upaya penyelesaian sengketa
kredit perbankan meliputi tindakan bank sebelum menggunakan lembaga
pengadilan dan tindakan bank dengan menggunakan lembaga pengadilan.
Penyelesaian atas sengketa perbankan di PT. Bank Eksekutif Internasional
Tbk. Cabang Medan selamaini dengan memprioritaskan melalui lembaga
mediasi (musyawarah) serta pengadilan dan tidak ada yang diselesaikan
melalui lembaga Arbitrase.
F. Kerangka Teoritik
1. Teori Keadilan
Aristoteles mengatakan Keadilan adalah tindakan yang terletak
diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan
memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang
menjadi haknya. Menurut Frans Magnis Seseno mengatakan keadilan
adalah keadaan antarmanusia yang diperlakukan dengan sama sesuai

dengan hak dan kewajibannya masing—masing. Lalu menurut
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Notonegoro keadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku.™

2. Teori Kontrak/Perjanjian

Prof. Purwahid patrik menyatakan bahwa perjanjian adalah

perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas. Formalitas dari

peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua

atau lebih orang—orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum

dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi

kepentingan masing — masing pihak secara timbal balik. (patrik, 1988 :

1-3). Menurut Prof. Purwahid Patrik ada beberapa unsur dalam

perjanjian, yaitu:*

1. Ada pihak - pihak. Pihak disini adalah subjek perjanjian

sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai
wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang
ditetapkan oleh undang — undang.

Ada persetujuan antara pihak — pihak, yang bersifat tetap dan
bukan suatu perundingan.

Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa
tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan

ketertiban umum, kesusialaan dan undang — undang

1% http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-

keadilan.html?m=1# , Tanggal 1 Juni 2015, 18.10 WIB.

'3 hitp://www.kajianpustaka.com/2013/02/teori-perjanjian.html?m=1, Tanggal 1 Juni

2015, 19.30 WIB.
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4.

5.

Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan
bahwa pprestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi,
oleh pihak — pihak sesuai dengan syarat — syarat perjanjian.

Ada bentuk tertentu., lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa
perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini
sesuai ketentuan undang — undang yang menyebutkan bahwa
hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai

kekuatan mengikat dan bukti ynag kuat.

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur Pasal 1313 KUH Perdata.

Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: “ Perjanjian adalah suatu perbuatan

dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

orang atau lebih.

» 16

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya

perjanjian, yaitu:’

a.

b.

C.

d.

Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
Adanya obyek;

Adanya kausa yang halal.

Pada umumnya asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk yang

konkrit, misalnya “asas konsensualitas” yang terdapat dalam pasal

1320 KUHPerdata yaitu, “sepakat mereka yang mengikatkan diri”.

'*Salim HS, Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan kontrak,(Sinar Grafika,
Jakarta, 2005). him,25.
YIbid, him, 33.

17



Untuk menemukan asas hukum dicarilah sifat-sifat umum dalam
kaedah atau peraturan yang konkrit. Dalam tulisannya Johannes
Gunawan menyebutkan, ada Asas-asas Hukum Kontrak yang tersirat
dalam Kitab KUHPerdata, yaitu Asas Kebebasan Berkontrak,Asas
Mengikat Sebagai Undang undang, Asas Konsensualitas, dan Asas
Itikad Baik."®

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) yang berbunyi: “Semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya.”

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata memberikan
kebebasan kepada para pihak untuk:*®

a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;

b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;

c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;

d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

G. Metode Pendlitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research)
adalah termasuk penelitian yang dilakukan langsung di lapangan,
dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh informasi dan data

sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga diharapkan pengguna

M. Yusrizal, Teori Dalam Hukum Kontrak, http://myrizal-
76.blogspot.com/2011/03/teori-dalam-hukum-kontrak.html?m=1, 21 November 2014, 17.00, WIB.

Bsalim, HS, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak,(Sinar Grafika,
Jakarta, 2005). him, 7.
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hasil penelitian dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil
dengan sebaik mungkin dan memperoleh data atau informasi yang
selalu terkini.”

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni data yang diperoleh
seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis
dokumen, dan catatan lapangan tersebut akan diolah yang
menghasilkan analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang
diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda,
ataupun lembaga. Subyek penelitian pada dasarnya adalah yang akan
dikenai kesimpulan hasil penelitian. Maka yang menjaadi subyek
dalam penelitian ini adalah peran BPSK Kota Yogyakarta dalam
pelaksanaan Azas keseimbangan di dalam penyelesaian sengketa
kredit.

Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, maka peneliti
didalam menentukan informannya tidak menetapkan berapa jumlah
informan yang akan dimintai data dan informasi, akan tetapi
jumlahnya dapat bertambah maupun berkurang sesuai dengan

kebutuhan yang dirasakan pada saat melaksanakan penelitian. Jika data

YRestu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian, (Graha llmu, Yogyakarta, 2010). him,
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dianggap sudah mencukupi maka tidak perlu menambah data dan
informasi dari informan yang baru.

Obyek penelitian adalah sifat dari suatu keadaan dari suatu benda,
orang atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Oleh
karena itu yang menjadi obyek penelitian ini adalah Penyelesaian
sengketa kredit melalui BPSK Kota Yogyakarta.

4. Sumber Data dan Bahan Hukum
a. Sumber Data dan Bahan Hukum Primier
Data primier dalam penelitian ini diperoleh secara langsung di
lapangan dari hasil wawancara dan observasi lapangan.

1) Wawancara dilakukan dengan Ibu Musikawati, S.Sos. dan
Bapak Mochamad Yogo Hutomo, S.H. bagian sekretariat
BPSK Kota Yogyakarta sekaligus Panitera dalam sidang
BPSK.

2) Observasi dilakukan dengan mengamati jalannya sidang
penyelesaian sengketa kredit bermasalah di kantor BPSK Kota
Yogyakarta.

Lalu bahan hukum primier yang digunakan dalam penulisan
skripsi ini, yaitu:

1) UUD Tahun 1945;

2) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor

7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
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3) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen;
4) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
b. Sumber Data dan Bahan Hukum Sekunder

Data dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh
dari literatur mengenai;

1) Hukum Perbankan,

2) Manajemen Kredit,

3) Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Serta hasil penelitian terdahulu dan jurnal mengenai;

1) Penyeleseaian Sengketa Kredit,

2) Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Non Litigasi,

3) Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dan,

4) Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen.

Sumber hukum sekunder yang dapat menunjang sumber hukum
primier dan dapat membantu penulis dalam memahami sumber
hukum primier yang berupa literatur, buku-buku, makalah, tulisan
lepas, artikel dan lain-lain.

c. Lokasi Penelitian
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan guna

menjawab permasalahn yang telah dirumuskan, penulis mengambil
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lokasi penelitian di kantor Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta yang bertempat di komplek
Balai Kota Yogyakarta.
d. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara
lain:
1) Studi Pustaka
Sebelum dilakukannya penelitian langsung dilapangan
terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data dan informasi
untuk mencari permasalahan dalam hal penyelesaian
sengketa kredit bermasalah melalui BPSK Kota
Yogyakarta. Setelah ditemukan permasalahan selanjutnya
dilakukan mengumpulkan berbagai literatur baik berupa
buku maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan
permasalahan yang akan diteliti.
2) Observasi
Setelah melaksanakan studi pustaka maka penelitian
dilanjutkan dengan pengamatan terhadap kegiatan yang
dilaksanakan di kantor BPSK. Observasi lapangan ini
dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung
jalannya sidang penyelesaian sengketa kredit bermasalah di

kantor BPSK Kota Yogyakarta.

22



3) Wawancara
Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada
sumber informan yang telah ditetapkan sebagai subyek
penelitian guna mendapatkan data dan informasi sebanyak
mungkin dengan keakurasian yang tinggi untuk dijadikan
bahan analisis. Wawancara dilakukan dengan narasumber
Ibu Musikawati, S.Sos. dan Bapak Mochamad Yogo
Hutomo, S.H. bagian sekretariat BPSK sekaligus Panitera
dalam sidang BPSK
4) Dokumentasi
Selain ketiga teknik diatas, pengumpulan data juga
dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan cara
mengumpulkan data tertulis berupa Buku Standar
Oprasional yang menjadi panduan oprasional BPSK dalam
penyelesaian sengketa dan dokumen sidang yang sudah
selesai diproses serta data administrasi BPSK Kota
Yogyakarta.
H. Analisis Data
Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan,

pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan
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memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan
dan mendukung pembuatan keputusan.?

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan lengkap, tahap
selanjutnya ialah melakukan analisa data. Dalam menarik kesimpulan
menggunakan analis deduktif-kualitatif demi mendapatkan kesimpulan
yang bersifat khusus berdasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum
tanpa menggunakan perhitungan angka, melainkan menggunakan sumber
informasi yang relevan hasil dari observasi dan wawancara dengan
beberapa sumber informan yang terkait dalam penelitian.

Sistematika penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan
penulisan hasil penelitian ini, maka garis besar dapat digunakan
sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari subbab-
subbab berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua, merupakan tinjauan teoritik terkait pelaksanaan
penyelesaian sngketa kredit bank melalui cara arbitrase dalam ranah
Hukum Perdata dan Peraturan Hukum.

Bab ketiga, merupakan tinjauan umum lapangan yang akan

menguraikan hasil penelitian yang akan membahas tentang gambaran

253.

?'Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian, (Graha llmu, Yogyakarta, 2010). him,
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umum mengenai pelaksanaan penyelesaian sngketa kredit bank melalui
cara arbitrase.

Bab keempat, didalamnya menjelaskan pembahasan dan analisa
yang dikemukakan tentang bagaimana pelaksanaan penyelesaian sngketa
kredit bank melalui cara arbitrase.

Bab kelima, adalah penutupan yang berisi tentang kesimpulan dari
keseluruhan pembahasan yang diuraikan mulai dari bab pertama hingga

bab keempat dan yang terakhir ialah saran dan masukan.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran BPSK Kota Yogyakarta dalam Pelaksanaan Azas
Keseimbangan di dalam Penyelesaian Sengketa Kredit
Bermasalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK) Kota Yogyakarta
Pelaksanaan Azas keseimbangan di dalam penyelesaian sengketa
kredit bermasalah memberikan peran kepada BPSK Kota Y ogyakarta
selain melindungi konsumen dengan memberikan bantuan hukum
penyelesaian sengketa kepada konsumen yang bersengketa dengan
pelau usaha/bank. Peran tersebut berupa perlindungan terhadap pelaku
usaha/bank dari itikad tidak baik konsumen/nasabah yang mengadukan
sengketa kredit bermasalah kepada BPSK. Selain itu BPSK Kota
Yogyakarta juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan
pelaku usaha/bank yang terdapat dalam kredit bermasalah. Peran
BPSK Kota Yogyakarta tersebut dilaksanakan dengan memberikan
hak-hak kepada pelaku usaha/bank yang diatur dalam UU No. 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemberian hak-hak kepada
pelaku usaha/bank tersebut dilakukan dengan berbagai cara dan
tahapan. Cara dan tahapan tersebut adalah verifikasi data, pemilihan
cara penyelesaian sengketa, pemberian hak-hak kepada para pihak

dalam jalannya sidang, serta pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK.
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Cara dan tahapan tersebut sesuai dengan azas keseimbangan yang
menjadi dasar BPSK dalam menyelesaikan sengketa.
. Permasalahan Yang Muncul di dalam Perjanjian Kesepakatan
Damai Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah

Ada beberapa permasalahan yang berpotensi muncul di dalam
perjanjian  kesepakatan damai penyelesaian sengketa kredit
bermasalah, permasalahan tersebut muncul melalui 3 (tiga) hal.
Pertama, permasalahan yang disebabkan oleh kewenangan BPSK yang
tidak berwenang memberikan back up terhadap pelaksanaan apa yang
diperjanjikan dalam putusan damai majelis BPSK, BPSK menyerahkan
segala hal yang terjadi setelah putusan damai kepada para pihak dan
tidak berwenang memberikan pengawasan dapat menimbulkan
masalah berupa wanprestasi terhadap perjanjian kesepakatan damai
tersebut. Lalu yang kedua, permasalahan yang muncul disebabkan oleh
IS perjanjian kesepakatan damai yang masih terdapat kalimat/kata
yang ambigu, hal ini dapat memunculkan permasalahan berupa
perbedaan persepsi dua belah pihak yang dapat berpotens
menimbulkan sengketa baru akibat perbedaan persepsi tersebut. Dan
Perjanjian kesepakatan damai tidak dicantumkan klausul mengenai hak
esekusi jaminan kredit apabila konsumen/nasabah melakukan
wanprestasi/ingkar janji sehingga dapat menimbulkan permasalahan
baru berupa sengketa eksekusi jaminan. Yang ketiga putusan damai

Maelis Sidang BPSK Kota Yogyakarta tidak didaftarkan di
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Pengadilan Negeri Kota Y ogyakarta, padahal sesuai dengan aturan UU
No. 30 Tahun 1999 ayat (7) dan (8) seharusnya, perjanjian damai
mediasi penyelesaian sengketa didaftakan di Pengadilan Negeri. Hal
ini berpotensi memunculkan masalah wanprestasi yang dilakukan oleh
salah satu pihak , karena kekuatan mengikat putusan perjanjian damai
penyelesaian sengketa olen BPSK hanya digantungkan pada itikad
baik dua belah pihak dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial.
B. Saran

1. Untuk BPSK, sumber Daya Manusia (SDM) BPSK harus memiliki
kompetensi dalam penyelesaian sengketa, hal tersebut bisa didapat
dengan memberikan diklat atau kursus penyelesaian sengketa kepada
pegawai BPSK.

2. Untuk Mgelis Sidang BPSK, pada saat menyusun klausul perjanjian
kesepakatan damai perhatikan penggunaan kata dan penyusunan
kalimatnya agar tegas dan jelas, apabila perjanjian dibuat sendiri oleh
dua belah pihak maka peringatkan jika terdapat kalimat/kata yang
ambigu.

3. Untuk Magelis Sidang BPSK, apabila terjadi sengketa kredit antara
pelaku usaha dalam hal ini bank dengan konsumen/nasabah,jika dalam
perjanjian kreditnya memuat mengenai jaminan yang menjadi
tanggungan hutang alangkah baiknya jika dalam salah satu klausul
perjanjian damai dimasukan hak eksekus yang dimiliki oleh pelaku

usahalbank. Hal ini dimaksudkan agar konsumen/nasabah
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mendapatkan pemahaman mengenai hak eksekusi pelaku usaha/bank,

apabila konsumen/nasabah wanprestasi.
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